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TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan Pajak Bumi
dan Bangunan telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994, terhadap hal-hal yang
tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009;

c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan,
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dan
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memberikan kepastian hukum, perlu mengatur
ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan dan
penelitian Pajak Bumi dan Bangunan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan
Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3569);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
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1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang
selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut
Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

3. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah
pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB.

4. Objek Pajak PBB yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi
dan/atau bangunan.

5. Subjek Pajak PBB yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang
atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi,
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

6. Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Subjek
Pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB.

7. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah
nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan.

8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
Objek Pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB.

9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk
memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

10. Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat
SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok
PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah
PBB yang terutang.

11. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB yang selanjutnya
disingkat SKKP PBB adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah
kelebihan pembayaran PBB yang seharusnya tidak terutang.

12. Surat Tagihan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat STP PBB adalah
Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
Undang-Undang PBB.

13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, menghimpun, dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti, yang dilaksanakan secara
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objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan PBB.

14. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas,
wewenang, dan tanggung jawab, untuk melaksanakan Pemeriksaan.

15. Penelitian PBB adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan
kewajiban PBB berdasarkan keterangan lain yang diperoleh dan/atau
dimiliki Direktur Jenderal Pajak atau berdasarkan permohonan Wajib
Pajak.

16. Petugas Peneliti PBB adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas untuk melaksanakan
Penelitian PBB.

17. Tanda Pengenal Pemeriksa adalah tanda pengenal yang diterbitkan
oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang
namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai
Pemeriksa.

18. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah
surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan PBB.

19. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat pemberitahuan
kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak mengenai dilakukannya
Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
PBB dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan PBB.

20. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai
tingkat ketidakpatuhan Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang
mengindikasikan potensi penerimaan PBB.

21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

22. Data Yang Dikelola Secara Elektronik adalah data dalam bentuk
elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data
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elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape
backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya.

23. Tempat Penyimpanan Buku, Catatan, Dan Dokumen adalah tempat
yang digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan dokumen baik
oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak, perusahaan penyimpan arsip atau
dokumen, dan/atau pihak lain.

24. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat
atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak
yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat
untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk Data Yang
Dikelola Secara Elektronik dan benda-benda lain.

25. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah
catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai
prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau
bukti yang dikumpulkan dan ditemukan, hasil peninjauan, pengujian
dan/atau penilaian yang dilakukan, dan simpulan yang diambil
sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

26. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat
SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang
meliputi uraian data Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak,
serta perhitungan sementara dari jumlah PBB yang terutang.

27. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP
adalah pembahasan antara Subjek Pajak atau Wajib Pajak dan
Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam
berita acara PAHP yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan
berisi uraian data Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak serta
jumlah PBB yang terutang.

28. Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh
Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan
yang belum disepakati antara Pemeriksa dan Subjek Pajak atau Wajib
Pajak dalam PAHP guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.

29. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah
laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang
disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan
ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.

30. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir
adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB tanpa adanya usulan
penerbitan SKP PBB.


